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SPJ FIKTIF JILID I

PADANG HALUAN ~ Komisi
;Pemberantasan Korupsi (KPK)
. dalam posisi menunggu jika
* Bareskrim Polri meminta duku-

ngan dalam upaya pengusutan .

b ENYIDIK Poln di Bareskrim belum

. menjadlkan penyidikan kasus SPJ Fiktif
jilid TI sebagai prioritas penuntasan .
enyidak. Padalah, banyak nama yang
= Eutuh kepastian hukum Apakah KPK .
_akan men; Crambll peran? o -

kasus SPj Fiktif Jilid 11 di lingku-

ngan Dinas PU/PR Sumbar. Sebe—
‘lumnya, KPK telah memberikan
“dukungan berupa fasilitasi ahli
_pada jilid pertama kasus tersebut

| yang telah tuntas bersidang dengan

jatuhnya vonis sembilan tahun
untuk terpidana Yusafni Ajo.

Hal itu disampaikan Juru

* Bicara KPK Febri Diansyah kepa-

 da Haluan, Senin (9/7). KPK

menilai, jika ditemukan ‘sejum-
lah fakta baru- di pelsldangan
kasus tersebut pada jilid pertama,
maka sudah pada tempatnya
ditindaklanjuti:oleh" penegak
“hukum yang berwenang atas

>> KPK hal 07

KPK Dari Halaman ]

kasus tersebut.

“Jika sebuah kasus yang dita-.

ngani di persidangan memuncul-

kan sejumlah fakta baru, tentu
.- sebaiknya dltmdaklan_}ut Na—'

mun, hal ini menja
penegak hukum ‘yang: i ang:
kasusnya. KPK pada prinsipnyi
dapat ‘memberikan: dukungan'
sesuai kewenangan koordinasi dan

supervisi yang - diatut. undang~-

‘undang,” kata Febri.
Febri pernah menyampalkan

Unlt Koordinasi dan: Supervisi,

bidang, penindakan KPK telah
memberikan dukungan berupa
fasilitasi ahli pada penanganan

kasus jilid pertama SPj Fiktif

.dengan kerugian‘negara mencapau

: puluhan rmhar tersebut. “Jika

nanti ada permintaan dukungan

lagi, sesuai kewenangan KPK
tentu akan kami tlndaklanjutl s

sebutnya lagi. .
: Sebelumnya, K
nyelidik :Subd
Bareskrim Polri
perkara‘ini sedang terpec

lebih' fokus- menangani perkara.
lain, ketimbang kasus' korupsi:

dengan kerugian- negara terbesar
di Sumbar itu.

Hal ini dinilai Janvgal ‘oleh
sejunilah penggiat antlkorups

Pengamat Hukum“Sahnan: Sauri-
Siregar saat d1hubung1 Haluan
Semn (9/7) berharap penyldlk ;

juga mengingat harapan masya-

rakat Sumbar yang selama ini

- menunggu progress penyldlkan

““Jangan sampai ada anggapan
lain, .terhadap aparat penengak

tentu banyak memiliki. sumber-

. daya penyidik. Jadi kalau alasan-
nya karena sedang menyelesaikan .
Kasus lain, sehingga kasts kbrupsi‘
- yang terseber terjadi di Sumbar ini

harus antrean terlebih dahulu.
Tidak hanya itu, penyelesaian

-akan semakin cepat mendapatkan :
kepastian hukum.
- “Kalau prosesnya sudah sele-
: sa1, tentu'«‘ udah ada ‘kepastlanA :

‘bisa diselesaikan secepatnya,
kasihan juga kalau proses hukum-

hukumidari, masyarakat Tentu ini . .

oleh publik dengan demikian | lai
. pastinya masyarakat’sagat. me- j
nunggu-nunggu kelanjutannya. -
:Pada Dit Tipikor Bareskrim Polri, .

.atau tidak ‘terbukti sama sekali,
Kenapa harus’ ditunda kalau itu

- nya itu lama katanya.
enyidik penyidik,
e

ini, katanya ‘
" Sendda dengan Sahnan, peng-
giat antikorupsi lainnya dari ICW
(Indonesian Corupption Watch),
. Donald Fariz menganggap alasan
- ditundanya ‘penyelidikan kasus

©¢ surat 'penanggungjawaban (SPj)’
- fiktif karena penyelidik Subdit Dit;
buah kasus 1tu merupakan'

Tipikor Bareskrim Polri sedang.
~:menangani kasus lain tidak logis.
. “Menurut saya alasan ini tidak:
Togis: Apablla memang kekurangan,
Sumber. Daya Manusia (SDM),
seharusnya Kasus 'ini dilimpahkan
ke Polda” Sumbar dan Polri
melakukan supervisi,” ujarnya.
Terkait pehmpahan kasus SPj
fiktif ke Komisi Pembcrantasan
Korupsi (KPK), ia mengatakan
olti” tidak bisa melimpahkan ke
KPK karena tidak ada dasar
hukum. “Kalau mau? kasus harus
ditangani Polda Sumbar, tapi di

bawah -supervisi KPK.” ujarnya.
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